
 

 

 

BUPATI TULANG BAWANG BARAT 

PROVINSI LAMPUNG 
 

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT 
 

NOMOR 32 TAHUN 2016 

 
TENTANG 

 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT NOMOR 33 
TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PENETAPAN DAN PENYALURAN ALOKASI 

DANA KAMPUNG DAN DANA KAMPUNG 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI TULANG BAWANG BARAT, 

 

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah 
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang 
Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

247 /PMK.07 /2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, 
Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi 
Dana Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; 

b. bahwa telah ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 49 /PMK.07 /2016 tentang Tata Cara 

Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan 
dan Evaluasi Dana Desa, maka Peraturan Bupati Tulang 
Bawang Barat Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Tata Cara 

Penetapan Dan Penyaluran Alokasi Dana Kampung Dan 
Dana Kampung perlu dilakukan perubahan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, maka 
dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Perubahan Atas Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat 
Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penetapan Dan 
Penyaluran Alokasi Dana Kampung Dan Dana Kampung; 

Mengingat : 1. 

 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3851); 

  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 



  3. 

 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

  5. 

 

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang 

Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di 
Propinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4934); 

  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

  7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5495); 

  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 

2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik 
Indonesia nomor 5679); 

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);  

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578);  

  11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 

2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 



  12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 
Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran 

Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 
2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa 
yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2016 Nomor 168, Tambahan Lembaran Republik 
Indonesia Nomor 5558); 

  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengeloaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 2093);; 

  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 
Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan 
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 2093); 

  15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 
49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, 

Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi 
Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2016 Nomor 478); 

  16. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat 
Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi 

dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulang 
Bawang Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang 

Bawang Barat Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja 
Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat 

Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 66); 

  17  Peraturan Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat 
Nomor 33 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penetapan dan 
Penyaluran Alokasi Dana Kampung dan Dana Kampung 

(Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 
2014 Nomor 33). 

 

MEMUTUSKAN: 
 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT NOMOR 
33 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PENETAPAN DAN 

PENYALURAN ALOKASI DANA KAMPUNG DAN DANA 
KAMPUNG 



 

 
Pasal I 

 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 
33 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penetapan dan Penyaluran Alokasi 

Dana Kampung dan Dana Kampung (Berita Daerah Kabupaten Tulang 
Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 33 ) diubah sebagai Berikut : 

 
1. Ketentuan Pasal 5 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga 

Pasal 5 berbunyi sebagai berikut  : 

 
Pasal 5 

 

(1) Berdasarkan Besaran ADK dan Dana Kampung yang telah 
ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran 
berkenaan, ditetapkan besaran ADK dan Dana Kampung untuk 

setiap Kampung dalam peraturan Bupati tentang Penetapan Besaran 
Alokasi Dana Kampung dan Dana Kampung Kabupaten Tulang 

Bawang Barat Tahun Anggaran berkenaan. 

(2) Besaran ADK dan Dana Kampung untuk tiap Kampung sebagaimana 
dimaksud ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah penduduk, luas 

wilayah, angka kemiskinan, Luas Wilayah dan tingkat kesulitan 
geografis untuk setiap tiyuhnya. 

(3) Besaran ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan 
cara : ADK untuk suatu Kampung = Pagu ADK Kabupaten x [(25% x 
persentase jumlah penduduk Kampung yang bersangkutan terhadap 

total penduduk di kabupaten yang bersangkutan) + (35% x persentase 
jumlah penduduk miskin kampung yang bersangkutan terhadap total 
penduduk miskin di kabupaten yang bersangkutan + (10% x 

persentase luas wilayah Kampung yang bersangkutan terahadap total 
luas wilayah di kabupaten yang bersangkutan) + (30% x persentase 

IKG setiap Kampung terhadap total IKG di kabupaten yang 
bersangkutan)]. 

(4) Besaran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dihitung dengan cara : Dana Kampung untuk suatu Kampung = Pagu 
Dana Kampung Kabupaten x [(25% x persentase jumlah penduduk 

Kampung yang bersangkutan terhadap total penduduk di kabupaten 
yang bersangkutan) + (35% x persentase jumlah penduduk miskin 
kampung yang bersangkutan terhadap total penduduk miskin di 

kabupaten yang bersangkutan + (10% x persentase luas wilayah 
Kampung yang bersangkutan terahadap total luas wilayah di 
kabupaten yang bersangkutan) + (30% x persentase IKG setiap 

Kampung terhadap total IKG di kabupaten yang bersangkutan)]. 

 

2. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai 
berikut : 
 

Pasal 11 
 

Penyaluran Dana Kampung dilakukan secara bertahap pada tahun 
anggaran berjalan dengan memperhatikan penyaluran pendapatan Dana 

Kampung dari RKUN ke RKUD dan ketentuan sebagai berikut : 

a. Tahap I pada Bulan Maret sebesar 60% (Enam Puluh Persen). 



b. Tahap II pada Bulan Agustus sebesar 40% (Empat Puluh Persen). 

 

Pasal II 

 
Peraturan Bupati ini mulai  berlaku pada tanggal diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang 
Bawang Barat.  

 

 
Ditetapkan di Panaragan 
pada tanggal                            2016 

BUPATI TULANG BAWANG BARAT, 
 

 
 
 

UMAR AHMAD 

Diundangkan di Panaragan 
pada tanggal                         2016 

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT, 

 
  
 

 
 

HERWAN SAHRI  
 
BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2016 NOMOR  

 

 

 

 

 

 

 

 


